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		Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa  terjadinya hak milik
menurut hukum adat diatur dengan peraturan  pemerintah maupun menurut ketentuan undang-undang menurut cara dan syarat yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.Walaupun mengenai hak milik dan kepemilikan telah diatur dalam UUPA, namun dalam
masyarakat tetap terjadi sengketa, khususnya yang menyangkut kepemilikian tanah milik.  Hal ini sebagaimana yang terjadi
sengketa hak milik atas tanah yang termuat dalam perkara Nomor : 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo tentang sengketa hak milik dan
kekuatan sertifikat sebagai alat bukti.  
	Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan  hakim  Pengadilan Negeri Meulaboh dalam memutuskan
perkara Nomor : 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo yang tidak menerima sertifikat sebagai alat bukti yang sah dan analisis putusan Hakim
Pengadilan Negeri Meulaboh  dalam kaitannya dengan tujuan hukum yaitu  keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
		Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri
Meulaboh. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk  memperoleh  data yang bersifat teoritis, sedangkan studi kasus dilakukan
dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo. Data dikumpulkan melalui studi
dokumen.
		Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan  hakim  dalam memutuskan perkara Nomor : 02/Pdt. G/2004/Pn.Mbo adalah
mengenai kekuatan sertifikat sebagai alat bukti yang  sah, bahwasanya dengan bukti-bukti yang kuat diajukan oleh para penggugat
dapat menyingkirkan sertifikat para tergugat di persidangan, karena alat bukti yang diajukan para terggugat tidak sekuat bukti para
penggugat.
		Disarankan kepada tergugat agar lebih teliti dalam melaksanakan pembuatan suatu surat hak milik tanah yang berupa sertifikat,
agar supaya tidak terjadi kekeliruan kepemilikan atas objek tanah dan bagi pejabat yang mengeluarkan surat atau sertifikat tanah
harus lebih teliti supaya tidak terjadi kesalahan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pihak tergugat telah menyelesaikan
sengketa di persidangan hingga selesai berdasarkan aturan hukum yang sebenarnya, selanjutnya diharapkan kepada hakim dalam
memberikan putusan dapat mewujudkan tujuan hukum dan mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. 
